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<b>ABSTRAK</b><br>

Kebijakan desentralisasi di Indonesia secarategas mulai dilaksanakan pada tahun 2001, dan telah membawa
perubahan yang besar terhadap kondisi perekonomian daerah. Saiah satu usaha dalam meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat pembangunan perekonomian daerah, pengel olaan potensi daerah, dan
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagal sarana percepatan pertumbuhan kehidupan
berdemokrasi dalam era desentralisasi adal ah kebijakan pembentukan daerah. Pembentukan daerah yang
secaramassive terjadi adalah berupa pemekaran wilayah, khususnya wilayah Kabupaten/Kota. Terkait
dengan kebijakan desentralisasi dan pembentukan daerah, ukuran yang optimal bagi pemerintahan daerah
menemukan urgensinya karena memiliki keserasian dan kesinergian dalam mencapai tujuan pembangunan
ekonomi daerah. Studi ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan dipertimbangkan dalam
proses pemekaran daerah selamaini dan mengukur ukuran optimal bagi pemerintahan Kabupaten/K ota yang
mendukung terwujud dan tercapainya tujuan dari kebijakan desentralisasi. Dari hasil studi ini, nantinya akan
dapat disimpulkan bagaimana polareformasi terhadap pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesiayang
sehanisnya dilakukan. Hasil analisis dengan menggunakan model probit menunjukkan bahwa suatu wilayah
Kabupaten/K ota akan memiliki peluang besar/kecenderungan untuk dimekarkan selamaini adalah apabila
daerah tersebut (berdasarkan urutan bobot pertimbangan, dari yang terbesar sasmpai terkecil): a) terletak di
luar Jawa dan Bali; b) daerah berstatus Kabupaten; ¢) memiliki rasio PDS terhadap pengeluaran total yang
besar; d) bukan daerah Baru basil pemekaran; €) memiliki PDRB yang berkontribusi besar terhadap PDRB
total (atas dasar harga berlaku) seluruh Kabupaten/K ota dalam satu Provinsi; f) mempunyai jumlah
penduduk yang besar; g) mempunyai wilayah yang cukup luas; h) mendapatkan alokast DAU yang besar;
dan i) memiliki nilai PDRB yang relatif kecil. Dari faktor-faktor yang signifikan menjadi pertimbangan
dilakukannya pemekaran wilayah selamaini tersebut, terlihat bahwa kinerja dari pembangunan daerah
masih belum/tidak signifikan untuk dipertimbangkan. Hasil regresi fungsi translog dan fungsi kuadratik
dengan menggunakan pendekatan minimisasi pengeluaran per kapita menunjukkan eksistensi economies of
scale dari besarnya jumlah penduduk Kabupaten/K ota. Dengan menggunakan pendekatan maksimisasi,
ditunjukkan pula bahwa pengeluaran Pemerintah KabupatenlK ota selamaini belum efisien dan belum
mendukung upaya pencapaian kinerja pembangunan seperti yang dicita-citakan.

Dengan berbagai ketentuan, variabel yang signifikan digunakan dalam pengukuran ukuran optimal adalah
jumlah penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan minimisasi dan
maksimisasi, ukuran optimal bagi KabupatenlKota yang diperoleh tidak tunggal (berbeda-beda), baik antara
Kabupaten dan Kota, antar setiap jenis pengeluaran per kapita, maupun antar waktu. Hasil perhitungan
dengan pendekatan maksimisasi dan minimisasi menunjukkan adanya sating kesinergian. Secara umum,
ukuran jumlah penduduk yang optimal bagi daerah KabupatenlKota agar pengeluaran per kapita dapat
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minimum dan jumlah penduduk minimal agar PDRB per kapita dapat meningkat adalah sekitar 2 (dua) juta
jiwa. Redlitas ukuran Pemerintah Kabupaten/K ota yang secara umum relatif kecil dibandingkan dengan
ukuran optimal dan ukuran minimal, menunjukkan masih belum efisiennya pengeluaran Pemerintah
Kabupaten/K ota, dan juga belum mendukung upaya peningkatan kesegjahteraan masyarakat. Sehingga,
kebijakan pemekaran wilayah yang dilakukan selamaini justru membuat semakin tidak tercapainya tujuan
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.



